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bahwa untuk menmgkatkan mutu’ pelayanan di bldang

~dan mendekatkan
baik dalam
‘kond1s1 gawat darurat atau kondisi bencana dlperlukan

memudahkan akses
pelayanan kesehatan kepada masyarakat

© respon cepat termtegram dan terpadu guna memlnlmahslr
~ korban, untuk itu perlu adanya 31stem penanganan gawat

darurat terpadu di Kabupaten Boalemo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana di maksud,
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo ‘

sl

tentang S1stem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di ¢
: Kabupaten Boalemo BRI
| 50 Tahuﬁ 1999 tentarig'

Pembentukan Kabupaten Boalemo

Undang - Undang Nomor

(Lembaran Negara .

~ Republik Indonesm Tahun 1999 No;nor 178, Tambahan
- Lembaran Negara Repubhk

Indones1a Nomor 3899)

: sebagaimana telah d1 ubah dengan' xndang Undang Nomor

10 Tahun 2000 tentang Perubahan tas Undang Undang

.‘Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pemb tukan Kabupaten f

- Boalemo (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2000 ‘

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm
;Nomor 3965), o




2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
 Kedokteran :(Lembaran Negara Republik Inddnesia Taihuh |
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
' Indonesm Nomor 4431); , , o
3. ‘Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 fentang |
| Penanggulangan Bencana (Lembaran' Negara Républik - |
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 "Tambahan‘ Le‘mbarar’l’ ,
¢ Negara Repubhk Indonesia Nomor 4723); , '
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
: Publik ( Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009
~ Nomor 1 12, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a
- Nomor 5038), , o e |
5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
~ (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Rebuphk Indones1a Nomor
“5063L , ' , : S
6 Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah '
i Sakit (lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, : Tambahan Lernbaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5072), | 7 | '
7 Undang -,Undang Nomorvf 12 ."~Tahun 2011 tcntang
L Pembenmkah Peraturan Perundang- Undangan ( Lembaran j
~ Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor"
; 5234); ' s ,“”
8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
. ,Pernenntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonema |
Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara‘
" ; Repubhk Indones1a Nomor 5587), sebagalmana telah diubah
beberapa kal_l terakhir dengan Undang—Undang Nomor 9
_ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
 Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
" '(L'em‘baran Negara Republik Indonesia Tahun 20 145 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor
5679L‘-
9. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
< Kesehatan ( Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repubhk i

Indonema Nomor 5063) ; |



B Menetapkan'

10

. Peraturan Menteri Dalam Negeri VNom:or" 80 Tahun 2015

' tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah N(Beri'ta Negara |

11.

12.

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimané ,
telah diubaH dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor;

120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Benta Negara Repubhk Indone81a Tahun 2018
Nomor 157); ' ;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012
tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan
(Berita Negara Republik Indoncsiai Tahun 2012 Nomor 122);
Péfaturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang

- Pedoman Pelaksanaan Program Ja'minarn‘ iKesehatan‘_‘

13,
14,
15.

, SK/IX/20 19 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat
16.

‘Nasional;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 20 14 tentang' v
Pusat Kesehatan Masyarakat ‘ : |
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang |
Slstem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu ,
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 865 / Menkes /

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016

| tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

17,

(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomorf

-5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor .

65); e
Peraturan Bupati. ‘Nomor 52 Tahun 2016 tentang~

‘Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungs1, dan Tata

Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo ( Benta Daerah

Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 597);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG SISTEM
PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU DI
KABUPATEN BOALEMO. | |



~ BABI
KETENTUAN
UMUM Pasal 1

& Dalam Peraturan Bupati ini yang difnaksud dengan:

1.

SREN IO

: Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
- Pemerlntah Daerah ada]ah Pemenntah Kabupaten Boalemo.
s ’Bupatl adalah Bupat1 Boalemo

Dinas Kesehatan Adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

.Rumah Sak1t Umum Daerah Tani dan Nelayan Boalemo yang
- selan_]utnya dlsmgkat RSTN adalah rumah sakit n1111k Pemenntah Daerah

yang sudah’ dltetapkan sebaga1 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) o

- dengan status penuh. , , , ,
. Kepolisian =~ Resort  Boalemo yang selan_]utnya "disebut Polres -

~ Boalemo adalah ke Polisian resort yang berada d1 Wllayah Kabupateni |
~ Boalemo. ‘ ‘ V k

”Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya dlsmgkat BPBD

o ’adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boalemo.

Gawat Darurat adalah keadaan khms sesorang yang membutuhkan

“tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa . dan pencegahan ’

kecacatan lebih lanjut. ‘
Keadaan Kegawatdaruratan Medls adalah kondisi seorang pa51en yang t1ba- :

‘tiba berada dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam

nyawanya atau anggota badannya (akan menjadl cacat) bila tidak mendapat

4 pertolongan secepatnya

10 Keadaan Kegawatdaruratan Non Medls adalah kondisi sarana, prasarana

11

12.

: sosml ekonomi yang berpotens1 menimbulkan ancaman terhadap keamanank
: dan kenyamanan masyarakat dan perlu penanganan segera untuk
‘ "mermnlmahslr dan bahkan menghllangkan dampaknya. ‘ | 2
Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dlbutuhkan oleh o
;‘Korban /Pasien Gawat Darurat dalam Waktu segera untuk menyelamatkan .

~ nyawa dan pencegahan kecacatan

Sistem Penanggulangan Gawat ‘Darlirat Terpadu yang selanjutnya
disingkat SPGDT adalah suatu sistem yang bertujuan memberikan
pelayanan gawat darurat medis yang cepat, cermat dan tepat untuk

nienyelamétkan jiwa dan atau anggota badan 'serta mencegah kecacatan dan

jbahkan kematlan yang tCI]adl di masyarakat dalam wilayah Kabupaten‘ S

‘ Boalemo



18.

Pusat - Komando NaSidnal (National Command Center)

adalah S "pusat' ‘ panggilan kegawatdaruratan | ', bidang

~,kesehat'an '~ dengan nomdr kode akses 119 yang digunakan

di seluruh wﬂayah Indonesia

Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/ Public Safety Center yang selan_]umya

- disebut PSC adalah pusat pelayanan yang menjamm kebutuhan masyarakat

B dalam ', hal-hal = yang berhubungan " dengan kegawatda.ruratan

| "yang _ berada.  di  kabupaten/ kota . yang  merupakan  ujung

~ tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.

- 15.

~16.

~Jasa Sarana adalah 1mba1an yang diterima oleh instansi pemben layanan |

- 'kegawatdaruratan dalam rangka pemakalan sarana prasarana dalam

- rangkaian aktlfitas penanganan keadaan gawat darurat

Jasa Pelayanan adalah Jasa yang dltenma oleh tenaga/ pegawa1 pemben

pelayanan publik dalam rangkalan aktlﬁtas pencegahan maupun

o ' penanganan kondisi gawat darurat
a7

Pelayanan Transporta31 adalah pelayanan transpotas1 dalam rangkalan :

ST pencegahan maupun penanganan keadaan gawat darurat medls dan non

- medis.

s

10

Sistem RuJukan adalah penyelenggaraan pelayanan kegawat daruratan yang

| mengatur pehmpahan tugas dan tanggun'awab pelayanan kesehatan secara’

timbal balik ba1k vertikal maupun honzontal

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu fasﬂltas yang dlgunakan untuk s

et menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotlf preventlf

20.

kurat1f mampu Rehabilitatif yang dllakukan oleh pemerintah, pemenntah;

- daerah dan masyarakat dalam rangka.lan pertanganan kegawatdaruratan

Fasﬂltas Pelayanan Non Kesehatan adalah suatu fasilitas pelayanan pubhka S

ba1k pernerlntah maupun ‘swasta yang dlgunakan dalam rangka.lan

i pencegahan penanganan keadaan gawat darurat maupun rehabilitasi

3 22,

R " dampak yang timbul akibat keadaan kegawat daruratan.
21
e ,dlslngkat PHC adalah pelayanan kegawatdaruratan yang dllakukan sebelum

Pelayanan ‘Pra Rumah Sakit atau Pre Hospztal Care yang selan_]utnyai

‘sampa1 di rumah sakit baik oleh petugas rumah sak1t maupun puskesmas‘ '

«‘ dan sarana kesehatan 1a1nnya yang dltunjuk ‘
Kode Akses Telekomunlka31 119, yang selanJutnya dlsebut;i
: Call Center '1 19 adalah baglan PHC yang bertugas menerima

- panggilan emergency atau gawat darurat untuk memberikan bantuan solus1k '

permasalahan kesehatan dan ‘atau ambulan ‘bagi masyarakat hingga

‘!mendapatkan pelayanan kesehatan se_]ak dar1 lokasi, selama perjalanan 1

maupun setelah sampal di RSU



23.
' ~berba31s teknolog1 1nforma31 tingkat tinggi dalam rangka mencegah dan

Y‘Command C'entfer adalah pnsat komando kepolisian Resort 'Boalemoyang

o 'menangam keadaan kegawatdaruratan

24'

Penanganan Medis adalah tlndakan profesional oleh dokter terhadap pasien -

dengan tuJuan memehhara, memngkatkan memuhhkan kesehatan, '

 menghilangkan dan atau mengurangl pendentaan

; 25, Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang
o ‘penduduk Boalemo yang kondisi sosml ekonormnya dlkategonkan miskin
o yang d1bukt1kan dengan Kartu Keluarga Mlskm atau Surat |
Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa dan kalau perlu dllakukan 7
: venﬁka31 oleh tenaga admlnlstra31 oleh instansi yang melakukan pelayanan
pubhk kepada masyarakat , f : ‘ ‘

- 26.

. ~ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera

Korban atau pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam_’

BAB II ;
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

e *Penyelenggaraan SPGDT dlmaksudka.n untuk mewujudkan pelayanan,

‘ pencegahan dan penanganan keadaan kegawatdaruratan baik darurat medis

maupun non medis serta penanganan rehab111tas1 dampak yang mungkm t1mbu1

= ‘ Tujuan dari SPGDT adalah

oval

~ akibat keadaan gawat darurat. -

. ~Pélsa1'3

membenkan pertolongan pertama atas kasus kegawatdaruratan yang texjadl

di masyarakat sampa1 tuntas,

memberikan ~ bantuan ' rujukan ke fasilitas kesehatan atas kaSus“ G

‘ kegawatdaruratan medls yang terjadi di masyarakat

memberikan pelayanan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan

; medls yang texjadl d1 masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medls d1" -
" rumah sakit; ‘ ' : ,
‘memngkatkan koordlna31 pelayanan gawat darurat antar instansi terkmt |
‘yﬂydalam penanganan kegawatdaruratan; ‘ '

meningkatkan peran serta mnsyarakat dalam penanganan gawat darurat.



w
e | kegawatdaruratan yang ada di wilayah Daerah.
@

@

@

“(i)

(2)

s ,(4)’,,‘

o

BAB Il |
PENGORGANISASIAN SPGDT
. Pasal4 |

‘Pelaksana - SVPGDT‘ “merupakan = gabungan  sistem 'pelayanan

Bupat1 membentuk T1m Pembma SPGDT dan Tim Tekms SPGDT

" Untuk pelaksanaan SPGDT ‘dibentuk Tim Gerak Cepat yang dltetapkan

dengan Keputusan masing-masing pimpinan fasilitas layanan kesehatan

 masyarakat. . , , ,
tTlm Pemblna dan Tim Tekms sebagalmana dunaksud pada ayat (2) serta Tim
) Gerak Cepat sebagalmana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas' ,

| o sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupat1 ini.

; tugasnya selalu berkoordmam secara terus menerus :

Tim Pembina, Tim Teknls dan Tim Gerak Cepat dalam menjalankan tugas- |

o _BABIV
TATA LAKSANA SPGDT
Pasal5

'SPGDT terd1r1 dari unsur mu1t1 sektor "PHC, 1ntra rumah sakit, dan antar

‘rumah sakit, maupun sarana kesehatan lainnya.

Pelayanan rnult1 sektor sebagannana ‘dimaksud ayat (1) dimlilai ~dari o
pelayanan kegawatdaruratan di masyarakat pelayanan 'amb’ulans‘ \

pelayanan di Faskes dasar sampai pelayanan rujukan di rumah saklt

, ‘maupun fasilitas layanan masyarakat lamnya

' .,(3)‘;

PHC sebagmmana dimaksud’ pada ayat (1) terdln dari seorang Koordinator

“dan seorang Supervisor yang membawah1 Call Center dan Tim Gerak Cepat

Dalam men_]alankan tugasnya, PHC senantiasa koordlnaS1 dengan sektor
terkait. ‘

‘ 'I‘ugas Koordinator PHC dan. Supervlsor PHC sebagalmana tercantum dalam -

i ‘ Lamplran Peraturan Bupati i ini.
‘ | (6) |

Dalam hal teljadl korban masal atau bencana tim SPGDT bekerja dibawah |
koord1nas1 BPBD. , : '
Tata Laksana SPGDT dan Alur SPGDT sebagenmana tercantum dalam

B Lamplran Peraturan Bupat1 ini.



o
@

: a. menghubung1 Call Center, Command Centre, BPBD dan pemadam 3

~ BABV e
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PERUSAHAAN
Pasal 6

Masyarakat dapat berperan serta dalam SPGDT.

Peran serta masyarakat sebagalmana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa

kebakaran bila menjumpal kondisi gawat darurat;

" b. menjamin kebenaran 1nforma31 yang dlsampa1kan ke pusat SPGDT

c. memehhara sarana dan prasarana program ini; -

d membantu petugas saat d110kas1 kejadlan, dan ‘

'e. memberikan masukan dan saran untuk perbalkan program ini.

Pasal 7

Perusahaan yang d1kelola ba1k oleh swasta maupun BUMN/ BUMD dapat'

membentuk Tim Pertolongan pertama saat ter]adl kecelakan ker]a

@) T1m Pertolongan Pertama sebagmmana dimaksud pada ayat (1) merupakan

Jejanng 1nformas1 kecelakaan kerJa dengan Call Center, Command Centre

maupun BPBD.

(3) Perusahaan memberikan kesempatan kepada tim SPGDT untuk melakukan

R

pelatihan SPGDT kepada karyawan dan / atau tim pertolongan pertama yang

~dibentuk oleh perusahaan tersebut.

 BABVI
PEMBIAYAAN SPGDT
 Pasal8

Pembiayaan ‘SP‘G‘DT terdiri dar1 :

a. biaya operasional programj dan

b. blaya layanan.

Biaya 0pera31onal program sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari biaya sarana, prasarana pemeliharaan dan operasional T1m;'

- SPGDT.

@

Blaya operasmnal program SPGDT sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) V

' dlbebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



(4) Biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

(5)

(6)

biaya transportasi, biaya perawatan, biaya penunjang dan biaya tindakan
kegawatdaruratan.

Pengenaan biaya layanén SPGDT sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

sesuai dengan tarip yang berlaku. ;

Ketentuan pembebanan biaya layanan sebagéimana dimaksud pada ayat (4)

terdiri sebagai berikut :

a.' bagi masyarakat ‘miskin biayanya ditangggung oleh anggarah
Pemerintah Daerah;

b. bagi peserta asuransi kesehatan biaya ditanggung oleh pihak asuransi

sesuai dengan peraturan yang berlaku;

c. bagi masyarakat bukan peserta asuransi kesehatan yang mampu biaya

ditanggung oleh individu;
d. dalam keadaan bencana alam }masal, pembebanan biaya

layanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD). '




BABVII
KETENTUAN PENUTUP
| Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan pénempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Ditetapkan di Tilamuta
Pada Tanggal 30 SpWuber 2019

HUSAIN A.\ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR 309’ )




LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 86 o
TANGGAL  : 2 cpleuier sl
TENTANG : SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU
KABUPATEN BOALEMO
I Tim Pembina mempunyai tugas :

4. menyusun perencanaan dan regulasi pelaksanaan SPGDT; :
b. melakukan koordinasi dengan Instansi/Lembaga yang terkait dengan
penyelenggaraan program SPGDT;

¢. melaksanakan program SPGDT sesuai dengan tugae, fungei, dan
kewenangan masing—masing; dan ’
d. merencanakan penganggaran kegiatan SPGDT;

1L Tim Teknis mempunyai tugas : '
. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program SPGDT;

a
b. mengkoordinasikan Tim Gerak Cepat;

o

~mengendalikan dan memonitoring pelaksanaan SPGDT;

Q..

menyusun perencanaan anggaran pelaksanaan program SPGDT;
e. merencanakan pengembangan program SPGDT jangka
pendek, menengah dan jangka panjang; dan |
f. mengevaluasi pelaksanaan dan kinerja program SPGDT;
OI. Koordinator PHC mempuhyai tugas: ‘
a. mengkoordinir tugas Supervisor, Call Taker (penerima panggilan)
dan Dispatcher (petugas perhanggil ambulans);
b. memberikan arahan dan konsultasi medis kepada Tim PHC
apabila diperlukan. |
IV. Supervisor PHC mempunyai tugas : A
a. membawahi Call Taker (penerima pariggilan), Dispatcher (petugas
pemanggil ambulans) dan Tim Gerak Cepat;
b. memberi arahan pelaksanaan pelayanan gawat darurat kepada |
Tim Gerak Cepat; ‘
c. mengkons’ultasikan‘ ‘kepada  Koordinator PHC dan dokter
~ spesialis terkait jika diperlukan;
d. memastikan kelengkapan catatan medis dan dokumentasi lainnya
pada setiap kasus kegawatdaruratan dari Call Center dan Tim Gerak
Cepat. -




Tim Gerak Cepat mempunyai tugas

a. memberikan pelayanan kegawatdaruratan secara profesional di

tempat kejadian maupun selama perjalanan ke pusat sarana
pelayanan kesehatan;

b. memberikan pelayanan ambulans gawat darurat yang profesional
dan terkoordinasi secara sistematis; ’

C. memberikan pelayanan gawat darurat PHC yang cepat dan tanggap
di masyarakat;

d. melakukan konsultas1 dengan Call Center secara berkelanjutan
dalam memberikan pelayanan gawat darurat;

€. membuat catatan rekam medis pelayanan PHC yang

- telah dilaksanakan.

?/BUPATI OALEM 9\/

- 1’ DARWIS MORIDL

P DT



LAMPIRANII : PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR  : 8 i |

' TANGGAL  : 36 mebw a20\9 | | :

TENTANG  : SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU
e KABUPATEN BOALEMO '

1.} Untuk memperoleh pelayanan Call Center SPGDT masyarakat dapat |
o A menghubung1 Call Center SPGDT pada nomor telpon
_ SPGDT bertempat di IGD RSUDTN S |
2. Ketika ada kejadian yang membutuhkan pertolongan segera, dalam hal ini
e ‘yang berhubungan dengan masalah kesehatan baik kasus trauma atau non‘ |

trauma, seseorang ‘yang mengetahm keJadlan tersebut dapat menghubungi
Call Center SPGDT pada nomor telepon 119

i 3. Call Taker (petugas penenma panggllan) SPGDT akan mendokumenta31kan :

‘ "laporan dari penelpon tersebut dan mengmformamkan kepada petugas '
Jszspachter (petugas ambulans) serta melakukan koordmaSI hntas sektor‘ |
apabila dlperlukan R | ; |
4, Apablla dari laporan 'terstibut membutuhkan pertolongan . segera |
e (membutuhkan ambulans dan tenaga kesehatan), maka petugas Dtspachter
akan menghubungl baglan Tim Gerak Cepat untuk mendatangi . tempat ‘
kejadlan perkara dengan peralatan yang sesuai kebutuhan dari ke_]adlan
tersebut yang beranggotakan sopir, perawat asisten perawat dan tenaga‘
: dokter (apablla dlperlukan) , . ‘
’5. Sementara ambulans dalam perjalanan ke TKP petugas Call Taker dapat
o . membenkan pengarahan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemanggil

i Pusat Call Center‘ o

tersebut yang sesuai dengan standar operasional prosedur kepada pas1en o

E sampa1 bantuan tiba di TKP melalul telepon. Hal ini dllakukan supaya’
pemangg11 dan atau paswn tidak dalam keadaan pamk ‘ yee
6. Setelah tim PHC tiba di tempat kejadian perkara maka tim memberikan
. pertolongan yang sesuai dengan kasus ~dan- standar operas1ona1 o
prosedurambulans (trauma atau medls) kemudian petugas lapanganPHC akan
- membawa korban ke instalasi gawat darurat (IGD) apabﬂa dlperlukan sesuai

| dengan arahan Call Taker.



.
-

7. Jika d1rasa saat petugas Call Taker mendapatkan informasi dari penelpon
yang tldak membutuhkan pertolongan segera (ambulan dan paramedis) maka
,petugas Call Taker bisa hanya memberikan arahan dan bila perlu
mengarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat yang sesuai. Semua tlndakan
medis yang dilakukan harus didokumentasikan disertai lembaran medis
tindakan persetujuan dan penolakan yang dilampirkan pada status yang
berguna untuk legalitas. , ' , o

8. Sekiranya kejadian tersebut tidak hanya membutuhkan pertolongan
kesehatan dari Call Center dapat berkoordinasi dan membentahukan kepihak
Pemadam Kebakaran, Polres Boalerno, BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja, Tim

Relawan dan Tentara sesuai keadaan yang terjadi.

4’ DARWIS MORIDU\.,, |




~ LAMPIRAN III - ¢ PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 2 96
TANGGAL : 30 b o201
TENTANG : SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT

TERPADU KABUPATEN BOALEMO

‘ FASKES
PANGGILAN
DARURAT S
POLRES CALL CENTER
0355-333119
RUJUKAN
~ RSUDTN
BPBD

\/

1‘ DARWIS MORIDUL



